PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SIDOARJO

S — e — —
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGEKAT ITI ZILCARI
NOMOR 7 TAHUN 19924
ITANG
PATAK KENDARAAN TIDAX BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI KEBPALA DAERAH TINGEAT II SIDOARJIQ

Menimbang bahwa ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Dasrah Tingkat II Sidecarjeo Nomor 7 tahun
1974 tentang Pajsk Kendaraan Tidak Bermotcer, disah-
kan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Neger]
tanggal 15 Junl 1976 Nomor Pem.l0 [25f18-23¢€,;
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Pingkat II Sidoarjoc tahun 1977 Nomor 1 Seri A pada
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Sidoarjo Nomor 9 tahun 1988, sudah tidask sesus

lagi, maka dipandang perlu untuk dicabut untuk

disesuaikan dengan keadaan dewasa i i 1 TR serta

menetapkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu

Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Pemerintahan di Daesrah

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 15530 tentang Fem -
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Juncto
Undang-undang Nomer 2 tahun 1965 tentang Par
ubrahian EBatzss Wilayvah HKofapraja Siurabaya dan
Dasrah Tingkat II Burabaya ;

3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 193537 ntan
Peraturan Umum Pajak Dasrah

4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1959 tentang
Penagihan Pajak ¥esgara dengan Surat Faksa ;

5. Undang-undang BHomor & itahun 1981 +tentang Kiltab
Undang—undang Hukum Acara Pidana ;

§. Peraturan Pemerintah Homor 27 tahun 1983 tentang
Pealaksanaan Undang-undang Nomor & tahun 1981 ;

T H turan Mant i i Nomeor 14 tahun

e



8. Peraturan Daerah Kabupaten Dasrah Tingkat 1II
Sidoarjo Nomor 6 tahun 1976 tentang Cara
menjalankan penagihan Pajak dan Retribusi dengan
surat paksa ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidoarjc MNomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik
Pegawal Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dswsn Perwakilan Rakyat Dasrah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Sidoario,

Menstapkan

MEMUTUSEKAR

: PERATURAHN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il

SIDCARSO TENTANG PAJAK KENDARAAR TIDAK BERMOTOR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam DPeraturan Dasersh ini, +Yang dimaksud
dengan : J
a. Daerah, adalah Kabupzstsn Dasrah Tingkat II
Sidoarjo ;
k. Psmerintah Daerah, adzlsh Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Eidoarjoc ;
. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daersh
Tingkat II Sidoarjo ;
d. Kendaraan, adalah kendaraan tidak bermotor yang
digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan ;
e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat di
Lingkungan Pemerintah Dasrah yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah ;
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BAD ) 3
EETENTUAN WAJIB PAJAK
Pasal 2
Wajib Pajak, adalah setiap pemilik kendaraan
yang bertempat tinggal di Kabupaten  Daerah
Tingkat II Sidoarjo.

Pasal 3

Atas pemilikan kendaraan dimaksud dalam
Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan Pajak.



Pasal 4

Pengenaan Pajak dimaksud dalam Pasal 3

Peraturan Dasrah ini dikecualikan bagi

a. Kendaraan yang berjalan di atas rel, kereta anak,
kendaraan yang dianggap sebagai psrmainan anak-
anak dan gerobak kecil bersda dua yang diperguna-
kan di1 gudang-gudang ;

b. Kendaraan baru yang merupakan persediaan
pengusaha atau pedagang kendaraan ;

¢. Rendaraan yang dikuasai atav dimiliki cleh
Pemerintah Daerah atau Instansi Dinas lainnya.

EAB ill

KETENTUAN PAJAK

Besarnya Pajak dimaksud dalam Pasal 3
Peraturan Daerah ini, untuk sstiap kendaraan dalam
satu tahun, adalah sebagai berikut :

a. Sepsda, sebesar 51 ) a0 2 e o R 500,00
( lima ratus rupiah )

k. Becak, ' sebesar o = s e = o RPs 1.000,00
( seribu rupiah )

¢. Dgckar, sebesar i = s e s = Bie 1.000.00

{ seribu rupiah )
d. Cikar ditarik satu hewan. sébeszar Rp. 750,00
{ tujuh ratus lima puluh rupiah )

e. Cikar ditarik dua hewan, sebesar . . Rp. 1.080,00
( seribu rupiah )
f. Gledekan, sebesar e W Ze & e B 500,00

( lima ratus rupiah )

g. Becak tidak dipergunakan untuk
mengangkut penumpang, sebesar . . . Rp. 500,00
{ lima ratus rupiah ).

Pasal E

Hasil penarikan Pajak dimaksud dalam Pasal &
Feraturan Daerah ini disetoerkan ke Kas Daerah.

Pasal T

(1) Atas pembayaran Pajak dimaksud dalam Pasal 5
Peraturan Daerah ini, kepada wajib Pajak diberi-
kan tanda bukti pembayaran/penning ;

{2) Bentuk, Ukuran dan Warna penning dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, itentukan oleh Pemerintah
Daerah ;



I .

{3) Tanda bukti pembayaran/penning dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, harus ditempslkan pada
kendaraan yang dibayar pajaknya cleh wajib pajak
di tempat yang jelas dan mudsh dilihat.

BABR 1V
KETENTUAN PIDANA
Pasal g

Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam
Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman
kurungan selama-lamanya 2 { tiga ) bulam atau denda
sebanyak banyaknya Rp. 50.800,00 { lima puluh
ribu rupiah ).

BAB v
KETERTUAN PENYIDIHKAN
Pasal g

(1) Selain oleh Pejabat Peayidik Umum, Penyidikan
atas tindak pidana sebagsimana dimaksud dalam
Pasal 8 , Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh
Pejabat Penyidik Pegawzli Negeri Sipil di -
Lingkungan Pemerintah Dserah, yang pengangkatan-
nya ditetapkan sssuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku ;

{2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik
Pegawal Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat

(1) Pasal inil berwewenang

a. mensrima laporan atau pengaduan dar:

seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tempat kejadian ssris melakukan pemeriksaan ;
menyuruh secrang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda atau surat ;

g. mengambil =zidik jari dan memoctret sesseorang ;

f. memanggil sesscrang untuk didangar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. mendatangkan crang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. menghentikan penyidikan setelah  mandapat
petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
melalul Penyidik Umum memberitahukan hal
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau
keluarganya ;
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i. mengadakan tindakan lain menurut hukum vyang
dapat dipertanggungjawabkan.

EAB VI
KRETENTUAN PERALIHAN DAR PERUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah Rabupatan Daersh Tingkat Il
Sidcarjo Nomor 7 tahum 1974, Juncto Nomor 2
tabhun 1888 tentang Pajak Kendarasn Tidak
Bermotor, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
lagi.

Pasal 11
Hal-hal yang belum diatur dealam Peraturan
Dasrah ini sepanjang mengendai pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut cleh Kspala Daersh.

Pasal 12

Peraturan Daerah inl mulai Perlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar supays setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan Pengundangan Peraturan Dasrah ini
dengan penampatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Eidoarie.

tari 1994

ERAH TINGKAT I1



PENJELASAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDCARJO
ROMOR 7 TAHUN 1904
TENTANG
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

PENJELASAN UMUM :

Bahwa Feraturan Daerah ini adalah merupakan penetapan
kembali Peraturan Daerah Pajak Kendaraan tak bermotor, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo
Nomer 7 tahun 1974,

Panetapan kembali Peraturan Daerah ini, diperlukan mengin-
gat sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, sehingga
perlu adanya pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Sidoarjo Nomocr 7 tahub 1977 tentang Pajak Kendaraan tak Bermo
tor, beserta perubahannya dan untuk selanjutnya diatur kembali
ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Tidak Bermotor 41
Kabupaten Paerahk Tingkat II Sidoarjc dengan menuangkan dalam
Peraturan Dasrah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 huruf a/s b : Cukup jelss
huruf ¢ : vyang dimaksud dalam hal 1ini adalah
kendaraan yang dipakai untuk dinas.
Pasal 5 s/d 13 » Cukup jelas.
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